BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dikemukakan penulis di atas,
dapat disimpulkan bahwa:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Gorontalo masih belum efektif
atau masih sering terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, hal ini
disebabkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas
Pemilu di Kabupaten Gorontalo terhadap keterlibatan ASN.

2. Bentuk pengawasan yang dilakukan Oleh Panitia Pengawas Pemilu masih belum
efektif, apalagi terhadap ASN. Upaya preventif yang dilakukan masih belum
tepat sasaran terutama kepada Aparatur Sipil Negara karena dilakukan pada jam
kerja. Sementara itu untuk tindakan yang bersifat represif dalam hal ini
pemberian sanksi masih kurang tegas, sehingga Pegawai Aparatur Sipil tidak
memiliki rasa takut atau khawatir untuk terlibat langsung dalam kampanye
Pilkada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarakan agar
Kiranya:

1. Untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam

proses kampanye pada pilkada di kabupaten gorontalo, panitia pengawas pemilu

perlu melakukan pengawasan yang lebih tegas serta tepat sasaran dengan
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melakukan koordinasi dengan kepala instansi pemerintahan yang ada di
Kabupaten Gorontalo.

. Bentuk pengawasan yang ideal untuk mengurangi atau meminimalisir
keterlibatan aparatur sipil negara dalam proses kampanye pada pilkada yang
disarankan oleh penulis adalah dengan memberikan kewenangan kepada
Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara yang terbukti

terlibat dalam proses kampanye pada pemilihan kepala daerah.
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LAMPIRAN 2

LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN PILKADA KABUPATEN

GORONTALO TAHUN 2010

No | Penanganan laporan dan temuan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten
Gorontalo Tahun 2010
1 | Pelanggaran yang dilakuk an oleh pasangan calon dalam proses pelaksanaan

kampanye, ada yang tidak menggunakan surat tanda terima pemberitahuan kampanye
(STTPK) yang di terbitkan dari kepolisian

2 | Pasangan calon lari dari ijin yang dilkeluarkan oleh ijin kepolisian :
Kampanye deologis atau tatap muka tapi kenyataan kampanye di lapangan dilakukan
secara umum/terbuka sehingga tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh
kepolisian

3 | Pemahaman pasangan calon terhadap money politik terkesan abu-abu sehingga pada
saat kampanye terjadi serah terima dalam bentuk uang

4 | Keterlibatan kepala kecamatan telaga jaya dalam menerangkan pasangan calon,
seringkali melibatkan diri bukan dilibatkan dalam masa kampanye pasangan calon

5 | Pelanggaran tim sukses kampanye yang tidak terdaftar di KPU

Sumber: Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabbupaten

Gorontalo
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LAMPIRAN 3

LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN PILKADA KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015

Sumber: Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabbupaten Gorontalo

NOMOR TANGGAL
TEMPAT PELAPOR/ POKOK LAPORAN STATUS
NO | LAPORAN/TEMUA LAPORAN/ TERLAPOR KET
KEJADIAN PENEMU DAN TEMUAN LAPORAN/TEMUAN
N TEMUAN
1. KPU
Kabupaten
Gorontalo Sebagai pelanggaran
Temuan Proses pelaksanaan
2. POKIA admistrasi dan telah
1 001/TM/KWK/X/2015 | 29-juni-2015 Kantor KPU Panwas Kab verifikasi dukungan
verifikasi direkomendasikan ke KPU
Gorontalo calon perseorangan
dukungan calon Kab Gorontalo
Temuan Panwas
perseorangan
Kabupaten
3.
Gorontalo
1. Merekomendasikan kepada
Pasangan calon kampanye yang Bupati untuk menjatuhkan
Desa Buhu Kec Temuan
Bupati dan Wakil melibatkan kepala sangsi kepada kepala desa
2 002/TM/KWK/X/2015 06/10/2015 Telaga Kab Panwas Kab
Nomor  Urut 2 | desaBuhu kec Telaga | Buhu kec. Telaga Jaya
Gorontalo Gorontalo
Nelson-Fadli Kab Gorontalo
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Temuan Dugaan MoneyPolitik
Kel Hunggaluwa Tim Kampanye
Panwas yang dilakukan Tim | Di hentikan tidak terdapat
003/TM/KWK/X/2015 06/10/2015 Kec Limboto Kab Pasangan Calon No
kabupaten Kampanye Pasangan | cukup bukti
Gorontalo 4 Toni-Sofyan
Gorontalo calon No 4 Tony-S
Laporan
Dugaan Money
Dihentikan tidak memenuhi Panwas
Politik yang
syarat formil/Saksi yang di Kecamatan
001/LP/BTD- Desa Bongo Kec Ibrahim dilakukan oleh strisno
06/08/2015 Sutrisno Kadir ajukan tidak bersedia Batudaa Pantai
P/KWK/XI1/2015 Batudaa Pantai Pateda Kadir untuk memilih
menandatanganni B.A Kabupaten
Paslon nomor urut 2
klarifikasi Gorontalo
NAFAS
Dusun Jati Desa
Labanu Kec Dugaan Pembagian Dihentikan tidak memenuhi
02/LPP/KWK/XI11/2015
Tibawa Kab Nurhayati Kartu Pemantau syarat formil dan syarat
Panwas kecamatan 12/10/2015 Reynold Pasune Laporan Panwas
Gorontalo Djafar Paslon nomor urut 2 | material /tidak ada saksi yang
Tibawa Kecamatan
NAFAS diajukan
Tibawa Kab
Gorontalo
Dusun Jati Desa Dugaan Money Dihentikan tidak memenuhi
Labanu Kec Politik untuk memilih | syarat formil dan syarat
03/LPP/KWK/XI1/2015 12/10/2015 Ruslin Moo Nurlin Ibrahim
Tibawa Kab Paslon nomor urut 4 | material /tidak ada saksi yang
Gorontalo Toni-Sofyan TS diajukan
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Dugaan Money

Laporan Panwas

Desa Dulohupa Aten
02/LPP/KWK/PNW- Ustadz Adam Politik untuk memilih Kecamatan
14/12/205 Kec Telaga Kab Herman Tahap Klarifikasi
TLG/XI1/2015 Halukoi Paslon nomor urut 4 Telaga Kab
Gorontalo Daud
Toni-Sofyan TS Gorontalo
Temuan 1. Di hentikan bukan
Panwas merupakan pelanggaran
Dugaan Money Laporan Panwas
Kecamantan terhadap  ketentuan  yang
Politik Yang Kabupaten
Desa Dunggala Tibawa 1 Ir. Fadel mengatur tentang pilkada
dilakukan oleh tim Gorontalo
001/LPP/KWK/XI/201 13/11/2015 Kec Tibawa kab diteruskan Mohamad 2. Merekomendasikan kepada
dari pasangan calon Tahapan
5 Gorontalo Kepada 2 Hana Hasana Badan Kehormatan DPD-RI
nomor urut 4 Toni- Kampanye
Panwas untuk menjatuhkan sanksi
Sofyan
Kabupaten kepada Hana Hasanah sesuai
Gorontalo ketentuan yang berlaku
1.Merekomendasikan kepada
Penjabat Bupati Gorontalo
Tindakan kepala Desa
untuk menjatuhkan sanksi
Desa Dulohupa Ramdhan yang merugikan
Adminstrasi kepada kepala
002/LP/KWK/X11/2015 12/06/2015 Kec Boliyohuto Kasim, Heriyanto Karim pasangan calon
Desa Dulohupa Kec
Kab Gorontalo SH.MH Bupati dan Wakil No Laporan Panwas

Urut 1 Rustam-Anas

Boliyohuto Kab Gorontalo

Kabupaten

Gorontalo
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Dugaan Money

Politik yang

Ditundaklanjuti dan

diteruskan

Desa Momala dilakukan oleh Irna .
1.Irna Kasim 1 Kepolisian Resort
10 | 003/LP/KWK/XI1/2015 12/08/2015 Kec Dungaliyo Oni Nusi Kasim dan Sam T ase
2.Sam T Ase Gorontalo
Kab Gorontalo Tim Kampanye
2 KPU Kab.Gorontalo
Pasangan calon No 2
NAFAS
Dugaan Money
Politik Yang
Desa Barakati Ditundaklanjuti dan
Bastian A. dilakukan Sofyan
11 | 004/LPP/IKWK/X11/201 | 12/08/2015 | Kec Batudaa kab Sofyan Badaru diteruskan
Moha Badaru untuk memilih
5 Gorontalo Kepolisian Resort Gorontalo
Paslon nomor urut 4
Toni-Sofyan TS
Dugaan Money
Politik Yang
. ] Dihentikan  karena  tidak
dilakukan oleh tim
Desa Dunggala terpenuhi unsur pelanggaran
9% Harton dari pasangan calon P pelangg
12 005/LPP/KWK/XI1/201 12/09/2015 Kec Tabongo Kab Elmus Lesar . uu no 1 2015 dan tidak
Halid nomor urut 4 Toni-

5

Gorontalo

Sofyan TS

terdapat bukti permulaan yang

cukup

Tahapan Hari

Tenang
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Desa Potanga Kec

Money Politik Uang
Yang dilakukan Heri

Tedi Kepala desa

Dihentikan tidak ditemukan

unsur pelanggaran dalam

Ibrahim A ketentuan UU No 1 2015
13 | 006/LPP/KWK/XI1/201 10/10/1900 Boliyohuto kab Heri Tedi diloniyohu kec
Rasid sebagaimana telah dirubah
5 Gorontalo Boliyohuto untuk
terakhir kali dengan uu no 8
memilih nomor urut 4
tahun 2015
Toni-Sofyan TS
Dihentikan tidak memenuhi
Money Politik Uang
syarat formil dan syarat
Desa Pilomonu Yang dilakukan
Nara material,seluruh unsur pasal
14 | 007/LPP/KWK/XI1/201 10/10/2015 Kec Boliyohuto Mustafa Mahruju Mustapa Mahruju
adarani 73 uu no 1 thn 2015 tidak
5 kab Gorontalo untuk memilih nomor
terpenuhi dan tidak terdapat
urut 2 NAFAS
bukti permulaan yang cukup
Tindakan Fista yang
menjanjikan dan/atau
memberikan uang
Desa Motinelo Dihentikan tidak memenuhi
atau materi lainnya
15 | 008/LPP/KWK/XI1/201 11/12/205 Kec Tabongo Kab | Santo Lahati Fista syarat formil dan syarat
untuk mempengaruhi
5 Gorontalo material

pemilih pasangan
calon nomor 2

NAFAS
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Desa Bina Jaya

Dugaan
mempengaruhi dan
menjanjikan pemilih
Dengan uang yang

dilakukan oleh Iton

Dihentikan fakta yang
terungkap dari pelapor, saksi

dan terlapor sebahagian unsur

009/LPP/KWK/XI1/201 Haris pasal 73 uu no 1 thn 2015/
16 12/11/2015 Kec Tolangohula Iton Pasila Pasila untuk Memilih
5 Ngguyu tidak terdapat dugaan
Kab Gorontalo Pasangan nomor 2
pelanggaran terhadap
NAFAS s
ketentuan UU  Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Tindakan Saudara
Popy Lakoro yang
menjanjikan dan/atau
memberikan uang
Desa Luhu Kec o Dihentikan tidak memenuhi
atau materi lainnya
17 | 010/LPP/KWK/XI1/201 12/11/2015 Telaga Kab Hamsa Ali Popi Lakoro . | syarat formil dan syarat
untuk mempengaruhi
5 Gorontalo material

pemilih pasangan
calon nomor 2

NAFAS
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Desa Motinelo

Tindakan Sandra Ceni
Mohamad yang
menjanjikan dan/atau

memberikan uang

Ddihentikan tidak memenuhi

Almin
18 | 011/LPP/KWK/XI1/201 11/11/2015 Kec Tabongo Kab Ceni Mohamad atau materi lainnya syarat formil dan syarat
Yunus
5 Gorontalo untuk mempengaruhi | material
pemilih pasangan
calon nomor 2
NAFAS
Dugaan Money
Politik Yang
Kel Polohungo Dihentikan karena unsur pasal
dilakukan oleh
Kec Limboto Ratna uu no 1 2015 tidak terpenuhi
19 | 012/LPP/KWK/XI1/201 11/12/205 Jemi Harun Jemi Harun untuk
Kabupaten Amlannya dan tidak terdapat bukti
5 memilih pasangan
Gorontalo permulaan yang cukup
calon nomor urut 2
NAFAS
Dusun Talapangi Tindakan aparat desa
Zainudin Liputo
Desa Tabongo tabongo barat kec dihentikan tidak memenuhi
Risamto selaku kepala dusun
20 | 013/LPP/KWK/XI1/201 12/12/205 Barat Kec tabongo yang syarat formil dan syarat
Mohamad talapangi Desa
5 Tabongo Kab membagi-bagikan material

Gorontalo

Tabango Barat

kartu untuk
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pemenangan paslon
bupati dan wakil
bupati gorontalo no

urut 1 RA

Desa Payungan

dugaan money politik

yang dilakukan oleh

Imran A Rustam Akili
21 | 014/LPP/KWK/XII/201 16/12/2015 Kec Batudaa Kab pasangan calon Tahap Klarifikasi
Nuna Anwar Borong
5 Gorontalo Bupati dan wakil
bupati No urut 1 RA
Tindakan saudara
Anis yang
memberikan kartu
Desa Payungan
rukun sejahtera dan
22 | 015/LPP/KWKI/XI1/201 16/12/2015 Kec Batudaa Kab | Joni Ayuba Anis Tahap Klarifikasi

5

Gorontalo

menjanjikan beras
jika memilih
pasangan nomor urut

1RA
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